Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh
bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak
ada, tempat tinggal Kabupaten Kolaka, selanjutnya

disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober

2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam

register dengan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA KIk mengajukan hal-hal sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2013, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx,
bertanggal 22 April 2013;
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2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan
Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di
Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian
terakhir pindah dan bertempat di rumah kost di Kelurahan Dawi-Dawi,
Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya
suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama
ANAKI PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan
rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dan
Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi
tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
a. Termohontidak menghargai Pemohon sebagai suami.

b. Termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas.
¢. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
terjadi pada akhir bulan April 2015 saat mana Termohon pergi
meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan
Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara
Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa Pemohon tergolong orang yang tidak mampu untuk membayar
ongkos biaya perkara berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor
460/309 tanggal 19 oktober 2015;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
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datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kolaka c¢/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir
untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan
Termohon, namun Pemohon bersikukuh tetap pada dalil-dalil permohonannya
untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan
surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako
Kabupaten Kolaka Nomor xx/xx/xx/xxxx Tanggal 22 April 2013, bermeterai
cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;
Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi
sebagai berikut:
1. SAKSI I PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh
bangunan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja dan kenal dengan
Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
— Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai
satu anak;
— Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
percekcokan;
— Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dengan memarahi Pemohon
di depan teman Pemohon;
— Bahwa Termohon tidak ada di rumah ketika Pemohon pulang bekerja dan
Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
— Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak enam bulan lalu
hingga sekarang;
— Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh
bangunan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
— Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon dan kenal dengan Termohon;
— Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai satu
anak;
— Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
percekcokan, Termohon tidak menghargai Pemohon dengan memarahi
Pemohon, berkata kasar dan memaki meski di depan teman Pemohon;

— Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
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— Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April tahun 2015
dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

— Bahwa sejak kepergian Termohon tidak ada komunikasi lagi dengan
Pemohon;

— Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu bukti apapun selanjutnya Pemohon menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Termohon dan mohon untuk segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah
pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Hal ini sesuai pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Quran Juz Il Halaman 404 yang kemudian
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

A5 Y Al 5acasd 2l i) A& G SIS D) e Ba -

Artinya :

Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
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berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikaan dalil-dalil pada permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan telah
bermeterai cukup yang telah dicocokan dan telah sesuai dengan aslinya, isi
bukti tersebut telah menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya pernikahan
antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P), telah terbukti
secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga
keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah
memenuhi ketentuan alat bukti saksi dan telah memberikan keterangan di
bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan secara formil
dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan
keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sejak
tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon
sebagai suaminya, Termohon sering pula meninggalkan rumah tanpa
sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berkata kasar dan tidak
mensyukuri penghasilan Pemohon dan pada bulan April tahun 2015 Termohon
pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta telah
diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-
saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan
mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun
2013;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh

Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon,
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Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan sering berkata kasar kepada
Pemohon dan tidak mensyukuri pendapatan Pemohon;

- Bahwa pada bulan April 2015 Termohon meninggalkan kediaman bersama
tanpa izin dari Pemohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal terhitung telah enam bulan lamanya tanpa
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan
rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (broken
Marriage) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Q.S Ar-Ruum ayat
21 tidak dapat diwujudkan;

Memperhatikan, Firman Allah, Al-Quran, Surat Al Baqarah ayat 227
sebagai berikut;

e oo B (48 GO 15258 05

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi dan untuk memenuhi
ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA RI No. Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002

tanggal 22 Oktober 2002 meskipun Pemohon tidak meminta agar perceraianya
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dicatatkan di KUA dimana perkawinan dicatatkan, karena jabatanya (ex

officio) Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara
secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan dengan Penetapan Ketua
Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA. KIk tanggal 22 Oktober
2015, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 B ayat (2) dan (3)
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada
Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan
selanjutnya membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Kolaka tahun 2015 yang jumlahnya akan disebutkan dalam
amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Kolaka;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako yang mewilayahi tempat
perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon
serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa
yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;
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5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus
tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2015.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 29
Muharam 1437 H, oleh kami A. Muh. Yusri Patawari, S.HI sebagai Ketua
Majelis, Sudarmin H.I.M Tang, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Burhan, SH sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggotal Ketua Majelis,
Sudarmin H.I.M Tang, S.HI A. Muh. Yusri Patawari, S.HI
Hakim Anggota II

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

Burhan, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK/ Proses . Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 240.000,00
4.  Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
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Jumlah : Rp. 331.000,00

036 693 765 825 64
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